BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimhbhang

Mengingat

KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

a. hahwa untuk meningkatkan pelaksenaan pengendalian

guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas
dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu
disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor
47 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 teantang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (entang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Pcraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GROBOGAN NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN.



Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47
Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemecrintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2015 Nomor 47 ) diubah schingga berbunyi sebagai
berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib menolak
dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang
diberikan secara langsung.

(2) Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang memberikan
segala sesuatu bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan
jabatannya dan berlawanan dengan kewajihan atau tugasnya.

(3) Dalam hal Pegawai Negeri/Penyclenggara Negara tidak dapat
menolak pemberian Gratifikasi karena kondisi tertemtu
seperti :

a. gratifikasi tidak diterima secara langsung,

b. tidak diketahuinya pemberian gratifikasi,

c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi,

d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak,
seperti dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik
penerima/adanya ancaman lain,

maka untuk menghindari ancaman pidana, Pegawai Negeri

Sipil/Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada Komisi

hari sejak tanggal penerimaan gratifiaksi terscbut atau

melalui unit pengendali gratifikasi (UPG) paling lambat 7 hari

(tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke Komisi

Pemberantasan Korupsi

(4) Penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan terdiri
dari :

a. pemberian karcna hubungan kcluarga, yaitu kelkek/nenek,
bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu,
besan, peman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan



b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang
pernikahan, kelshiran, agigah, baptis, khitanan, dan
potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan
Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah);

c. pemberian terkait dengan musibah atau bencena yang
dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri atau
anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) per pemberi per orang:

d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut,
pensiun/promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak
dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang
paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per
pemberi per orang dengan total pemberian paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun

e. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang
atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham,
deposito, voucher, pulsa dan lain-lain) paling banyak
Rp200.000,00 (dua ratus sibu rupiah) per pemberi per
orang dengan total pemberian paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun

f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;

g- prestasi akademis atau non akademis yang di ikuti dengan
atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi
i. manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai berdasarkan
keanggotaan koperasi Pegawai Negeri yang berlaku umum;
j. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat
tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi
kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi,
pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum,
termasuk didalamnya bentuk-bentuk perangkat promosi
lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku
umum, antara lain ; pin, kalender, mug, payung, kaos dan

topi;



k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau
kerja yang diberikan Pemerintah sesuai dengan peraturan
per undang-undangan yang berlaku; atau

L. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan,
yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari
peciabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan

(5) Penerimaan gratifikasi berupa hadiah langsung/undian,
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diskon /rabat, voucher, atau point rewards, atau souvenir yang
berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak
tidak wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi.

Penerimaan gratifikasi berupa honorarium baik dalam bentuk
uang/setara uang sebagai kompensasi pclaksanaan tugas
scbagai pembicara, narasumber, konsultan, dan fangsi
serupa lainnya berdasarkan penunjukan atau penugasan
resmi dapat diterima oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara
Negara sepanjang tidak ada pembiayaan ganda, tidak dilarang
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
atau ketentuan yang berlaku.

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
(Investive Carruption) dari pihak pemberi.

atau rusak dalam batasen kewajaran dapat disslurkan
langsung ke panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang
membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial
lainnya dan dilaporkan kepada masing-masing instansi
disertai penjelasan tafsiran harga dan dokumentasi

{Q}Tﬂhadapbnranggmﬁ&aﬁm&imkmnmdam'hnunmk

dikelola instansi maka dapat dilakukan bebcrapa hal scbagai
berikut :
a. ditempatkan sebagai barang display instansi,



c. disalurkan kepada pihak yang membutuhkan antara lain,
panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran
bantuan sosial lainnya; atau

d. diserahkan kepada pegawai yang menerima gratifikasi
untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut -

Pasal 7

(1) Laporan penerimaan Gratifikasi disampaikan secara tertulis

2)

3)

(4)

I ia Unit P jalian Gratifikasi (UPG) d g

alamat: inspektorat upg@grobogan.goid disertai bukti foto

wujud Gratifikasi;

Formulir scbegaimana dimaksud ayat (1) memuat ketentuan

sebagai berikut :

a. identitas pelapor terdiri darn nama dan alamat lengkap

b. jabatan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara

¢. tempat dan waktu penerimaan Gratifiaksi;

e. nilai Gratifikasi dan/atan estimasi harga barang yang

f. hubungan antara penerima Gratifikasi dengan pemberi

g. alasan pemberian Gratifikasi dan kronologi penerimaan
Gratifikasi.

Formulir sebagaimana di maksnd ayat (2) disampaikan kepada

Unit Pengendalien Gratifikasi (UPG) paling lambat 15 (lima

Gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) wajib menjaga kerahasiaan

diminta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Pasal Il
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Diundanglken &i P i
ia tanggal 12 September 2018

SEERE

-

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 52
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